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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan 

martabat serta kedudukan yang sama dimuka bumi ini , baik yang terlahir sempurna 

maupun dalam kondisi disabilitas. untuk itu, kesempurnaan tidak boleh menjadi 

sebab akan hilangnya harkat dan martabat bagi penyandang disabilitas.1 Kita hidup 

di negara Indonesia yang dimana Indonesia adalah negara kesatuan yang 

menghormati dan menjunjung tinggi akan adanya hak asasi manusia (HAM), tentu 

sebagai negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hal tersebut mempunyai 

seperangkat aturan hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, 

khusus nya untuk hak asasi warga negaranya.  

Hak asasi manu$sia adalah hak yang me$le$kat pada diri se$tiap orang se$cara 

me$nye$lu$ru$h dan pe$rlu$ dilindu$ngi.  dipe$rtahankan, dan dihormati te$ntu $ dalam hal ini 

pe$rlindu$ngan te$rhadap ke$lompok re$ntan khu$su$snya Pe$nyandang Disabilitas. Hak 

asasi tidak me$mandang be$ntu$k fisik,ku$lit, ras, se$kalipu$n itu$ su$ku$ se$rta agama yang 

dianu$t.2 

Salah satu$ hak asasi warga ne$gara Indone$sia ialah hak u$ntu$k me$ndapatkan 

pe$ke$rjaan. Se$bagaimana diatu$r dalam U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik 

 
1 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” 

Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215. 
2 Dhimi Setyo Arrivanissa, “Mewujudkan Hak Dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang 

Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” El-Dusturie 2, no. 1 

(2023): 40. 
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Indone$isa Tahu$n 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang me$ne$ntu$kan “Tiap-tiap warga ne$gara 

be$rhak atas pe$ke$rjaan dan pe$nghidu$pan yang layak bagi ke$manu$siaan”. Pada Pasal 

28D Ayat (2) dite$gaskan pu$la bahwa “Se$tiap orang be$rhak u$ntu$k be$ke$rja se$rta 

me$ndapat imbalan dan pe$rlaku$an yang adil dan layak dalam hu$bu$ngan ke$rja”. 

Se$mu$a itu$ dipe$rku$at de$ngan Pasal 28I Ayat (2) yang me$nyatakan bahwa “Se$tiap 

orang be$rhak be$bas dari pe$rlaku$an yang be$rsifat diskriminatif atas dasar apapu$n dan 

be$rhak me$ndapatkan pe$rlindu$ngan te$rhadap pe$rlaku$an yang be$rsifat diskriminatif 

itu$”. 

Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 8 Tahu$n 2016 Te$ntang Pe$nyandang 

Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1) , “Pe$nyandang Disabilitas adalah se$tiap orang yang 

me$ngalami ke$te$rbatasan fisik, inte$le$ktu$al, me$ntal, dan/atau$ se$nsorik dalam jangka 

waktu$ lama yang dalam be$rinte$raksi de$ngan lingku$ngan dapat me$ngalami hambatan 

dan ke$su$litan u$ntu$k be$rpartisipasi se$cara pe$nu$h dan e$fe$ktif de$ngan warga ne$gara 

lainnya be$rdasarkan ke$samaan hak”. Pe$nyandang Disabilitas me$miliki hak u$ntu$k 

me$ndapatkan pe$ke$rjaan hal ini te$rtu$ang pada ke$te$ntu$an U$ndang-U$ndang 

Pe$nyandang Disabilitas yang se$lanju$tnya te$rte$ra pada Pasal 5 hu$ru$f (f) yang 

me$nyatakan para pe$nyandang disabilitas me$miliki hak u$ntu$k me$ndapatkan 

pe$ke$rjaan, ke$wirau$sahaan, dan kope$rasi”.  

U$ndang-U$ndang Pe$nyandang Disabilitas te$rse$bu$t ju$ga me$ne$gaskan adanya 

ke$wajiban te$rhadap pe$me$rintah dan pe$ru$sahaan u$ntu$k me$mpe$ke$rjakan te$naga ke$rja 

pe$nyandang disabilitas yang diatu$r di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) U$ndang-

U$ndang Pe$nyandang Disabilitas yang me$nyatakan : 
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1) Pe$me$rintah, Pe$me$rintah Dae$rah, Badan U$saha Milik Ne$gara, dan Badan 

U$saha Milik Dae$rah wajib me$mpe$ke$rjakan paling se$dikit 2% (du$a pe$rse$n) 

Pe$nyandang Disabilitas dari ju$mlah pe$gawai atau$ pe$ke$rja. 

2) Pe$ru$sahaan swasta wajib me$mpe$ke$rjakan paling se$dikit 1% (satu$ pe$rse$n) 

Pe$nyandang Disabilitas dari ju$mlah pe$gawai atau$ pe$ke$rja. 

Adapu$n be$be$rapa re$gu$lasi nasional yang me$ngatu$r me$nge$nai hu$bu$ngan 

ke$rja di Indone$sia ialah U$ndang-U$ndang Re$pu$blik Indone$sia Nomor 13 Tahu$n 

2003 te$ntang Ke$te$nagake$rjaan pada Pasal (5) yang me$ne$gaskan ke$mbali 

bahwasannya “Se$tiap te$naga ke$rja me$miliki ke$se$mpatan yang sama tanpa 

diskriminasi u$ntu$k me$mpe$role$h pe$ke$rjaan”. Yang be$rarti maksu $d dari pasal 

te$rse$bu$t ialah se$tiap te$naga ke$rja me$mpu$nyai hak dan ke$se$mpatan yang sama u$ntu$k 

me$mpe$role$h pe$ke$rjaan dan pe$nghidu$pan yang layak tanpa me$mbe$dakan je$nis 

ke$lamin, su$ku$, ras, agama, dan aliran politik se$su$ai de$ngan minat ke$mampu$an 

te$naga ke$rja yang be$rsangku$tan, te$rmasu $k pe$rlaku$an yang sama te$rhadap para 

pe$nyandang cacat.3 

Pada Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 60 Tahu$n 2020 Te$ntang U$nit Layanan 

Disabilitas Bidang Ke$te$nagake$rjaan, ju$ga me$ngatu$r ke$te$ntu$an hak- hak pe$nyandang 

disabilitas dalam me$ndapatkan pe$ke$rjaan me$lalu$i u$nit layanan disabilitas (U$LD). 

Yang mana hal ini diatu$r pada Pasal 8 hu$ru$f (a) dan (b) Tu$gas U$LD 

Ke$te$nagake$rjaan, me$lipu$ti: 

 
3 Rayhan Naufaldi Hidayat, “Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di 

Indonesia,” ’Adalah 4, no. 3 (2020): 32. 
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a) Me$re$ncanakan pe$nghormatan, pe$rlindu$ngan, dan pe$me$nu$han hak atas 

pe$ke$rjaan pe$nyandang disabilitas 

b) Me$mbe$rikan informasi ke$pada pe$me$rintah, pe$me$rintah dae$rah, dan pe$ru$sahaan 

swasta me$nge$nai prose$s re$kru$tme$n, pe$ne$rimaan, pe$latihan ke$rja, ke$be$rlanju$tan 

ke$rja, dan pe$nge$mbangan karie$r yang adil dan tanpa diskriminasi ke$pada 

pe$nyandang disabilitas. 

Provinsi Jambi sendiri juga sudah mengatur peluang bekerja bagi 

penyandang disabilitas yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 huruf (f) yang berbunyi “penyandang disabilitas 

memiliki hsk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.” Selanjutnya, pada Pasal 30 

juga menyatakan “perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin proses rekrutmen, pelatihan kerja, 

penempatan kerja,keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil tanpa 

diskriminasi kepada penyandang disabilitas. 

Pe$ratu$ran Dae$rah Kota Jambi Nomor 2 Tahu$n 2019 Te$ntang Pe$rlindu$ngan 

dan Pe$mbe$rdayaan Bagi Lanju$t U$sia dan Pe$nyandang Disabilitas ju$ga tu$ru$t 

me$ndu$ku$ng hak-hak Pe$nyandang Disabilitas dalam me$mpe$role$h pe$ke$rjaan, atu$ran 

ini te$rte$ra pada pada Pasal 41 hu$ru$f (b) yang me$nyatakan ”Pe$me$nu$han hak 

Pe$nyandang Disabilitas te$rdiri atas Pe$ke$rjaan, ke$wirau$sahaan dan kope$rasi.” 

se$lanju$tnya, pada Pasal 51 hu$ru$f (a) ju$ga me$ngatu$r hak pe$ke$rjaan, ke$wirau$sahaan, 

dan kope$rasi se$bagaimana dimaksu$d dalam Pasal 41 hu$ru$f (b) u$ntu $k pe$nyandang 

disabilitas me$lipu$ti hak yaitu$ ”me$mpe$role$h pe$ke$rjaan yang dise$le$nggarakan 
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Pe$me$rintah Dae$rah, atau$ swasta”. Yang artinya pe$nyandang disabilitas be$rhak 

me$mpe$role$h pe$ke$rjaan dari pe$me$rintah dae$rah mau$pu$n swasta. 

Kota Jambi memiliki total penyandang disabilitas sebanyak 1406 orang 

(Data dari Dinas Sosial Kota Jambi). Jumlah tersebut dengan rincian Danau Sipin 

sebanyak 196 orang, Alam Barajo 103 orang, Danau Teluk 55 orang, Jambi Selatan 

103 orang, Jambi Timur 212 orang, Jelutung 122 orang, Kota Baru 206 orang, Paal 

Merah 199 orang, Pasar 56 orang, Pelayangan 40 orang, Telanaipura 144 orang. 

Sementara itu dari data tempat perkumpulan atau wadah yang menaungi disabilitas 

Provinsi Jambi yaitu Yayasan Swagabilitas menunjukkan terdapat kurang lebih 100 

orang Penyandang Disabilitas yang terdata pada yayasan tersebut. 

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi serta UMKM Kota 

Jambi pada tahun 2023-2024 terdapat sebanyak 320 Perusahaan Swasta dan 

sejumlah 50.747 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. 

Sementara itu dari seluruh Perusahaan Swasta dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang terdapat di Kota Jambi tidak semua Perusahaan Swasta 

ataupun UMKM melakukan penerimaan terhadap penyandang disabilitas, beberapa 

perusahaan dan UMKM tidak bersedia untuk memberdayakan penyandang 

disabilitas. 

Beberapa Perusahaan Swasta dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Kota Jambi yang diketahui menolak atau belum menerima penyandang 

disabilitas di Kota Jambi yaitu sebagai berikut, Perusahaan Swasta yang bergerak 

di bidang usaha perdagangan/retail (mini market) yang menolak atau belum 

menerima disabilitas sebanyak 4 penyandang disabilitas dengan keterbatasan 
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tunarungu dari 20 disabilitas yang melamar bekerja di Perusahaan Swasta dan 

UMKM, kemudian 2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Jambi 

yang bergerak di Bidang Kuliner yang dimana 2 UMKM tersebut belum menerima 

penyandang disabilitas dengan total sebanyak 2 orang disabilitas dengan 

keterbatasan Tunagrahita. 

Para penyandang disabilitas masih terus mendapatkan diskriminasi dalam 

hal memperoleh pekerjaan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat 

dilihat dari persyaratan penerimaan pekerja yang telah ditetapkan perusahaan yang 

dimana salah satu syarat yang mengharuskan para calon pegawai yang diharuskan 

sehat secara jasmani dan juga rohani dan harus memiliki penampilan yang menarik. 

Banyak perusahaan berasumsi bahwa para penyandang disabilitas itu lemah dan 

tidak dapat diandalkan. Sehingga asumsi tersebut menutupi skill atau kemampuan 

yang dimiliki para penyandang disabilitas, dan akibat dari hal itu menghilangkan 

kesempatan dan juga hak mereka dalam memperoleh suatu pekerjaan. (Wawancara 

dengan Pengelola Yayasan Swagabilitas Kota Jambi). 

dengan adanya peraturan yang telah mengatur hak-hak penyandang 

disabilitas seharusnya telah dapat menjamin dan menanggung pemenuhan hak 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan, namun kenyataannya banyak faktor yang 

menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas sehingga hak mereka untuk 

mendapatkan pekerjaan tidak terpenuhi dan terjamin, faktor penghambat ini dapat 

berasal dari perusahaan atau UMKM maupun dari penyandang disabilitas itu 

sendiri, sehingga masih sulit untuk mewujudkan undang-undang tersebut. 
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Kemudian hal ini me$mbu$ktikan pada ke$nyataannya pe$laksanaan te$rhadap 

pe$ratu$ran-pe$ratu $ran yang ada tidak te$rlaksana de$ngan baik dan ku$rang maksimal. 

Kare$na tidak se$mu$a pe$ru$sahaan swasta ataupun UMKM mau$ me$mbe$ri ke$se$mpatan 

ke$rja u$ntu$k pe$nyandang disabilitas. Masih banyak pe$ru$sahaan-pe$ru$sahaan maupun 

UMKM di Indone$sia ku$rang pe$du$li dan pe$rhatian pada pe$nyandang disabilitas, 

se$hingga atu$ran yang dibu$at hanya dianggap se$bagai atu$ran te$rtu$lis saja. U$ntu$k itu$ 

hal ini me$nimbu$lkan pe$rmasalahan yang dimana hak bagi pe$nyandang disabilitas 

tidak te$rpe$nu$hi se$hingga te$rjadi ke$se$njangan antara harapan (Das Solle$n) dan 

ke$nyataannya dalam masyarakat (Das Se$in). 

Be$rdasarkan latar be$lakang masalah yang te$lah diu$raikan di atas, maka 

pe$nu$lis te$rtarik u$ntu$k me$ne$liti le$bih dalam su$atu$ pe$nu$lisan dalam be$ntu$k skripsi 

de$ngan ju$du$l “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Atas 

Hak Bekerja Di Kota Jambi”. 

B. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan latar be$lakang yang dike$mu$kakan di atas, maka dapat dike$tahu$i 

pe$rmasalahan yang akan dibahas dalam pe$ne$litian ini, adalah: 

1. Bagaimana pe$rlindu$ngan hu$ku$m yang dibe$rikan ke$pada pe$nyandang disabilitas 

te$rkait de$ngan ke$se$mpatan ke$rja di Kota Jambi ? 

2. U$paya apa saja yang dilaku$kan pe$me$rintah Kota Jambi u$ntu$k me$mbe$rikan 

pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap pe$nyandang disabilitas dalam me$mpe$role$h 

pe$ke$rjaan di Kota Jambi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Be$rdasarkan masalah yang te$lah diru$mu$skan diatas maka pe$ne$litian ini 

be$rtu$ju$an u$ntu$k: 

1. U$ntu$k me$nge$tahu$i dan me$nganalisis bagaimana pe$rlindu$ngan hu$ku$m yang 

dibe$rikan ke$pada pe$nyandang disabilitas te$rkait de$ngan ke$se$mpatan ke$rja di  

Kota Jambi.  

2. U$ntu$k me$nge$tahu$i dan me$nganalisis u$paya apa saja yang dilaku$kan pe$me$rintah 

kota Jambi u$ntu$k me$ningkatkan pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap pe$nyandang 

disabilitas dalam me$mpe$role$h pe$ke$rjaan di Kota Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapu$n manfaat dari pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$riku$t: 

1. Manfaar Te$oritis 

Se$cara te$oritis, pe$ne$litian ini diharapkan mampu$ me$nambah wawasan pe$nu$lis 

mau$pu$n pe$mbaca dalam pe$nge$mbangan ilmu$ hu$ku$m te$ntang pe$rlindu$ngan 

hu$ku$m yang didapatkan pe$nyandang disabilitas dalam me$mpe$role$h pe$ke$rjaan 

khu$su$snya di Kota Jambi. 

2. Manfaat se$cara praktis 

Se$cara praktis pe$ne$litian ini dapat me$mpe$rkaya lite$ratu$r dan dapat dijadikan 

re$fe$re$nsi bagi mahasiswa dan me$nambah ilmu$ pe$nge$tahu$an be$rkaitan de$ngan 

pe$ngangkatan ju$du$l atau$ topik yang sama namu$n de$ngan su$du$t pandang yang 

be$rbe$da.  

E. Kerangka Konseptual 

Gu$na me$nge$tahu$i maksu$d yang te$rkandu$ng dari ju$du$l skripsi ini, pe$rlu$lah 

disimak pe$nge$rtian be$be$rapa konse$p dibawah ini : 
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1. Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m 

Me$nu$ru$t Philipu$s M. Hadjon, pe$rlindu$ngan hu$ku$m adalah pe$rlindu$ngan 

akan harkat dan martabat, se$rta pe$ngaku$an te$rhadap hak-hak asasi manu$sia yang 

dimiliki ole$h su$bje$k hu$ku$m be$rdasarkan ke$te$ntu$an hu$ku$m dan be$rdasarkan 

pancasila. Pe$rlindu$ngan hu$ku$m bagi rakyat me$lipu$ti 2 (du$a), hal yaitu$: 

a) Pe$rlindu$ngan hu$ku$m pre$ve$ntif, yang ditu$angkan dalam be$ntu$k pe$ratu$ran-

pe$ratu$ran pe$nce$gahan yang pada dasarnya me$ru$pakan patokan bagi se$tiap 

tindakan yang akan dilaku$kan masyarakat, me$lipu$ti se$lu$ru$h aspe$k tindakan 

manu$sia. 

b) Pe$rlindu$ngan hu$ku$m re$pre$sif, be$rwu$ju$d adanya badan-badan hu$ku$m yang 

me$ngu$ru$s dalam u$paya pe$nye$le$saian se$ngke$ta, yang te$rdiri dari pe$ngadilan 

dalam lingku$p pe$radilan u$mu$m, dan instansi pe$me$rintah yang me$ru$pakan 

le$mbaga administrasi.4 

2. Pe$nyandang Disabilitas 

Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 8 Tahu$n 2016 Te$ntang 

Pe$nyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) dije$laskan: 

“Pe$nyandang Disabilitas adalah se$tiap orang yang me$ngalami 

ke$te$rbatasan fisik, inte$le$ktu$al, me$ntal, dan/atau$ se$nsorik  dalam  jangka  waktu$  

lama  yang  dalam  be$rinte$raksi  de$ngan lingku$ngan dapat me$ngalami hambatan 

dan ke$su$litan u$ntu$k be$rpartisipasi se$cara pe$nu$h dan e$fe$ktif de$ngan warga ne$gara 

lainnya be$rdasarkan ke$samaan hak.” 

 

 

 

 

 
4 Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Pustakabarupress, 2021, 

Hlm 50. 
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3. Pe$ru$sahaan Swasta 

Pe$ru $sahaan swasta de$finisinya pe$ru$sahaan yang modal se$lu$ru$hnya 

dimiliki ole$h swasta dan tidak ada campu$r tangan pe$me$rintah. Pe$ru$sahaan 

swasta u$mu $mnya dapat me$milih be$ntu$k badan hu$ku$m, te$rmasu $k pe$ru$sahaan 

pe$rse$orangan, pe$ru$sahaan pe$rse$ku$tu$an yang tidak be$rbadan hu$ku$m, dan 

pe$ru$sahaan pe$rse$ku$tu$an yang be$rbadan hu$ku$m. Be$rbe$da de$ngan halnya de$ngan 

pe$ru$sahaan ne$gara yang se$cara e$kslu$sif didirikan dalam be$ntu$k badan hu$ku$m.5 

F. Landasan Teori 

U$ntu$k me$njawab pe$ru$mu$san masalah yang ada dalam skripsi ini digu$nakan 

be$be$rapa te$ori antara lain: 

1. Te$ori Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m 

Te$ori ini me$nje$laskan aspe$k pe$rlindu$ngan hu$ku$m bagi rakyat dalam 

pre$spe$ktif hu$ku$m pe$me$rintahan atau$ hu$ku$m administrasi te$ru$tama me$nge$nai 

konse$p, prinsip, sarana pe$rlindu$ngan hu$ku$m dan be$ntu$knya. Philipu$s M. 

Hadjon me$ngatakan bahwa pe$rlindu$ngan hu$ku$m adalah pe$rlindu$ngan akan 

harkat dan martabat, se$rta pe$ngaku$an te$rhadap hak-hak asasi manu$sia yang 

dimiliki ole$h su$bye$k hu$ku$m be$rdasarkan ke$te$ntu$an hu$ku$m dari ke$se$we$nangan 

atau$ se$bagai ku$mpu$lan pe$ratu$ran atau$ kaidah yang akan dapat me$lindu$ngi su$atu$ 

hal dari hal lainnya. 

 

 

 
5 Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung, Pengantar Hukum Perusahaan (Malang: 

CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). 
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2. Te$ori Ke$pastian Hu$ku$m 

Ke$pastian hu$ku$m diartikan se$bagai ke$je$lasan norma se$hingga dapat 

dijadikan pe$doman bagi masyarakat yang dike$nakan pe$ratu$ran. Pe$nge$rtian 

ke$pastian te$rse$bu$t dapat dimaknai bahwa ada ke$je$lasan dan ke$te$gasan te$rhadap 

be$rlaku$nya hu$ku$m di dalam masyarakat. 

Me$nu$ru$t Van Ape$ldoorn, “ke$pastian hu$ku$m dapat ju$ga be$rarti hal yang 

dapat dite$ntu $kan ole$h hu$ku$m dalam hal-hal yang konkre$t”. Ke$pastian hu$ku$m 

adalah jaminan bahwa hu$ku$m dijalankan, bahwa yang be$rhak me$nu$ru$t hu$ku$m 

dapat me$mpe$role$h haknya dan bahwa pu$tu$san dapat dilaksanakan.6 

G. Orisinalitas Penelitian 

Be$rdasarkan hasil riset kepustakaan penelitian ini ditemukan adanya karya 

ilmiah sebelumnya yang memiliki kemiripan, dan perbedaan dengan pembahasan, 

yaitu:  

1. Skripsi yang ditu$lis ole$h Lili Yu$dhistira, Faku$ltas Hu$ku$m U$nive$rsitas Jambi, 

Tahu$n (2023) de$ngan ju$du$l “Ke$wajiban Me$mpe$ke$rjakan Pe$nyandang 

Disabilitas Pada Pe$ru$sahaan BU$MN dan Pe$ru$sahaan Swasta Di Kabu$pate$n 

Te$bo”. Ke$simpu$lan dari hasil pe$ne$litian ini adalah bahwa imple$me$ntasi 

U$ndang-U$ndang Nomor 8 Tahu$n 2016 Te$ntang Pe$nyandang Disabilitas di 

Kabu$pate$n Te$bo tidak se$pe$nu$hnya be$rjalan de$ngan maksimal. Hal ini 

dikare$nakan dalam pe$me$nu$han hak ke$te$nagake$rjaan bagi pe$nyandang 

disabilitas di Kabu$pate$n Te$bo tidak be$rjalan de$ngan baik kare$na banyak nya 

 
6 Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” 

Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. Desember (2021): hal.61. 
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ke$ndala.7 Pe$rbe$daannya ialah pada foku$s pe$ne$litian, pe$ne$litian ini foku$s pada 

pe$ru$sahaan BU$MN dan pe$ru$sahaan Swasta di Kabu$pate$n Te$bo de$ngan 

me$nganalisis ke$ndala dalam me$nye$diakan hak ke$te$nagake$rjaan pe$nyandang 

disabilitas khu$su$snya di Kabu$pate$n Te$bo.  

2. Skripsi ini ditu$lis ole$h Naba He$sti Fahma, Faku$ltas Hu$ku$m U$nive$rsitas Islam 

Indone$sia, Tahu$n (2024) de$ngan ju$du$l “Pe$me$nu$han Hak Pe$nye$diaan Fasilitas 

yang Akse$sibe$l bagi Te$naga Ke$rja Pe$nyandang Disabilitas Fisik dan Se$nsorik 

di Kota Jambi”. Ke$simpu$lan dari pe$ne$litian ini adalah te$ntang hak pe$nye$diaan 

fasilitas yang akse$sibe$l bagi te$naga ke$rja pe$nyandang disabilitas fisik dan 

se$nsorik di Kota Jambi yang masih be$lu $m optimal kare$na ke$bijakan yang hanya 

ada dari sisi pe$me$rintah namu$n tidak ada dari sisi pe$mbe$ri ke$rja.8 Pe$rbe$daannya 

ialah pada foku$s pe$ne$litian, pe$ne$litian ini foku$s le$bih spe$sifik pada 

me$nye$diakan fasilitas yang akse$sibe$l bagi te$naga ke$rja disabilitas fisik dan 

se$nsorik. Se$rta   le$bih me$ne$kankan pada e$valu$asi kondisi fasilitas u$ntu$k 

disabilitas di te$mpat ke$rja. 

Tabel 1. 

Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 
7 Lili Yudhistira, “Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Perusahaan 

Bumn Dan Perusahaan Swasta Di Kabupaten Tebo” (Jambi, 2023). 
8 Naba Hesti Fahma, “Pemenuhan Hak Penyediaan Fasilitas Aksesibel Bagi Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas Fisik Dan Sensorik Di Kota Jambi,” 2024. 
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H. Metode Penelitian 

Dari u$raian di atas, kita dapat me$nyimpu$lkan bahwa me$tode$ pe$ne$litian adalah 

su$atu$ cara u$ntu $k me$me$cahkan masalah atau$pu$n cara me$nge$mbangkan ilmu$ 

pe$nge$tahu$an de$ngan me$nggu$naka me$tode$ ilmiah. 

1. Tipe$ Pe$ne$litian 

Tipe$ pe$ne$litian yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah Yu$ridis 

E$mpiris, yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nge$tahu$i se$jau$h mana hu$ku$m be$ke$rja dalam 

Pe$ru$shaan 

BU$MN dan 

Pe$ru$sahaan 

Swasta Di 

Kabu$pate$n 

Te$bo 

Pe$ru$sahaan BU$MN dan 

Pe$ru$sahaan Swasta di 

Kabu$pate$n Te$bo? 

 

2. Apa ke$ndala dalam 

pe$me$nu$han hak 

ke$te$nagake$rjaan bagi 

pe$nyandang disabilitas 

pada Pe$ru$sahaan BU$MN 

dan Pe$ru$sahaan Swasta di 

Kabu$pate$n Te$bo? 

Kabu$pate$n Te$bo 

de$ngan me$nganalisis 

ke$ndala dalam 

me$nye$diakan hak 

ke$te$nagake$rjaan 

pe$nyandang 

disabilitas khu$su$snya 

di Kabu$pate$n Te$bo.  

2 Naba He$sti 

Fahma/ 

U$nive$rsitas 

Islam 

Indone$sia/  

2024 
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disabilitas di te$mpat 

ke$rja. 
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ke$hidu$pan masyarakat. Pe$ne$litian yu$ridis e$mpiris me$ru$pakan pe$ne$litian 

be$rbasis pada ilmu$ hu$ku$m normatif (pe$ratu$ran pe$ru$ndangan), te$tapi hu$ku$mnya 

me$ngkaji me$nge$nai siste$m norma dalam atu$ran pe$ru$ndangan de$ngan cara 

me$ngamati bagaimana re$aksi dan inte$raksi yang te$rjadi ke$tika siste$m norma itu$ 

be$ke$rja di dalam masyarakat.9   

Dalam me$tode$ ini pe$nu$lis me$nganalisis ke$se$njangan antara pe$ne$rapan 

pe$ratu$ran-pe$ratu$ran yang te$lah dibu $at (Das solle$n) te$rhadap ke$hidu$pan 

masyarakat khu$su$snya pada pe$nyandang disabilitas dalam me$mpe$role$h 

pe$ke$rjaan pada pe$ru$sahaan swasta tanpa adanya diskriminasi (Das se$in). 

2. Lokasi Pe$ne$litian 

Lokasi pe$ne$litian ini dilaksanakan di kota Jambi di empat te$mpat yaitu$, 

pe$rtama di Yayasan Swagabilitas Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Ke$du$a, 

pe$ne$litian ini dilaku$kan Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang 

Perdagangan/retail di Kota Jambi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota 

Jambi, di Dinas Te$naga Ke$rja Kope$rasi U$KM Kota Jambi, dan Dinas Sosial 

Kota Jambi. 

3. Penentuan Jenis dan Su$mbe$r Data 

Data-data yang pe$nu$lis pe$role$h dalam pe$nu$lisan skripsi ini adalah 

se$bagai be$riku$t: 

a. Data prime$r adalah data yang dipe$role$h langsu$ng dari hasil pe$ne$litian 

be$rdasarkan hasil wawancara dan pe$ngamatan se$cara langsu$ng ole$h pe$nu$lis 

 
9 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo 

Media Pustaka, 2021, Hlm 76. 
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yang didapatkan langsu$ng dari lapangan le$wat wawancara de$ngan informan 

yang me$mpu$nyai ke$te$rkaitan se$rta be$rkompe$te$n te$rhadap obje$k yang dikaji, 

yaitu$ Dinas Te$naga Ke$rja, Kope$rasi U$MKM kota Jambi, Dinas Sosial kota 

Jambi, Pe$ru$sahaan Swasta, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 

Yayasan Swagabilitas Provinsi Jambi serta Kota Jambi dan Pe$nyandang 

Disabilitas. 

b. Data se$ku $nde$r, adalah data yang me$ndu$ku$ng ke$te$rangan dan me$nu$njang 

ke$le$ngkapan dari data prime$r, de$ngan me$ngu$mpu$lkan be$rbagai lite$ratu$r 

hu$ku$m yang re$le$van, se$pe$rti bu$ku$, ju$rnal, te$sis, artike$l se$rta pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rkaitan de$ngan obje$k pe$ne$litian yaitu$ : 

1) U$ndang-U$ndang Dasar NKRI Tahu$n 1945 

2) U$ndang-U$ndang Nomor 13 Tahu$n 2003 Te$ntang Ke$te$nagake$rjaan 

3) U$ndang-U$ndang Nomor 8 Tahu $n 2016 Te$ntang Pe$nyandang Disabilitas 

4) Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 60 Tahu$n 2022 Te$ntang U$nit Layanan 

Disabilitas Bidang Ke$te$nagake$rjaan 

5) Pe$ratu$ran Dae$rah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahu$n 2022 Te$ntang 

Pe$rlindu$ngan Dan Pe$me$nu$han Hak Pe$nyandang Disabilitas. 

6) Pe$ratu$ran Dae$rah Kota Jambi Nomor 2 Tahu$n 2019 Te$ntang 

Pe$rlindu$ngan dan Pe$mbe$rdayaan Bagi Lanju$t U$sia dan Pe$nyandang 

Disabilitas. 

 

c. Data te$rsie$r, be$ru$pa informasi tambahan yang di dapat dari inte$rne$t atau$ 

bahan hu$ku$m yang te$rdiri atas kamu$s Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum 

se$pe$rti bahan yang me$mbe$rikan de$fe$nisi, pe$tu$nju$k mau$pu $n pe$nje$lasan 

te$rhadap bahan hu$ku$m prime$r dan se$ku$nde$r. 
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4. Popu$lasi dan Sampe$l Pe$ne$litian 

a) Popu$lasi  

Populasi adalah ke$se$lu$ru$han atau$ himpu$nan obye$k de$ngan ciri yang sama. 

Popu$lasi dapat be$ru$pa himpu$nan orang, be$nda (hidu$p atau$ mati), ke$jadian, 

kasu$s-kasu$s, waktu$, te$mpat, de$ngan sifat atau$ ciri yang sama.10 Popu$lasi pada 

pe$ne$litian ini adalah seluruh pihak yang berhubungan dengan hak 

memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi. 

Berdasarkan Data dari Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Jambi pada 

tahun 2023-2024 terdapat 20 orang Penyandang disabilitas yang melakukan 

Pelamaran di Perusahaan Swasta dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM)  Kota Jambi.  

b) Sampe$l Penelitian 

Sampel me$ru$pakan salah satu$ langkah yang sangat pe$nting dalam pe$ne$litian, 

alasannya kare$na ke$simpu$lan pe$ne$litian pada hake$kat nya adalah me$ru$pakan 

ge$ne$ralisasi dari sampe$l me$nu$ju$ popu$lasi. Me$ngge$ne$ralisasikan adalah 

me$ngangkat ke$simpu$lan pe$ne$litian se$bagai se$su$atu$ yang be$rlaku$ bagi 

popu$lasi.11 Dalam pe$narikan sampe$l pe$nu$lis me$nggu$nakan Pu$rposive $ 

Sampling, yaitu$ su$atu$ te$knik pe$ne$ntu$an sampe$l de$ngan cara 

me$mpe$rtimbangkan su$atu$ krite$ria atau$ alasan te$rle$bih dahu$lu $ yang diangap 

dapat me$wakili popu$lasi. Se$hingga didapatkan sampel sebanyak 6 orang 

 
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 

2005, Hlm 118. 
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar Maju, 

2008, Hlm 148. 
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Penyandang Disabilitas yang belum diterima di Perusahaan Swasta dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi.  

5. Pe$ngu$mpu$lan Data 

Dalam pe$ne$litian ini pe$nu$lis me$nggu$nakan te$knik wawancara u$ntu$k 

pe$ngu$mpu$lan data prime$r de$ngan me$laku$kan se$si tanya jawab se$cara langsu$ng 

de$ngan pihak yang te$rkait atau$ narasu$mbe$r. Wawancara dilaku$kan antara 

pe$nu$lis de$ngan pihak pe$ru$sahaan dan UMKM Kota Jambi se$rta pe$nyandang 

disabilitas yang ada di Yayasan Swagabilitas yang diwakilkan oleh pembina 

yayasan tersebut serta penulis juga mewawancarai Dinas Ketenagakerjaan dan 

Dinas Sosial Kota Jambi guna mendapatkan data penyandang disabilitas yang 

ada di Provinsi Jambi dan Jumlah Perusahaan Swasta serta Jumlah UMKM di 

Kota Jambi tersebut. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara sistematis dan deskriptif agar 

dapat diolah dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Proses 

analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: 

1. Pe$ngu$mpu$lan Data 

Dalam me$ngu$mpu$lkan data pe$ne$litian yang dilaku$kan me$lalu$i wawancara 

se$cara langsu$ng de$ngan te$rle$bih dahu$lu$ dite$ntu$kan me$nggu$nakan pe$tu$nju$k 

yang te$lah dibu$at. Wawancara te$rse$bu$t dilaku$kan ke$pada pihak-pihak yang 

te$rkait atau$ yang su$dah dite$tapkan yaitu Pembina atau Pengelola Yayasan 

Swagabilitas Provinsi Jambi dan Yayasan Swagabilitas Kota Jambi dan salah 

satu Perusahaan Swasta yang ada di Kota Jambi serta 2 UMKM Kota Jambi, 
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kemudian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kota Jambi, dan Dinas Sosial 

Kota Jambi Kemudian melakukan observasi langsung ke tempat yang di 

wawancarai. 

2. Penyaringan Data  

Setelah semua data terkumpul, dilakukan penyaringan agar hanya informasi 

atau data yang relevan yang dapat dianalisis. Data yang tidak berkaitan 

dengan tujuan penelitian akan di pisah, sementara data yang penting 

dikelompokkan berdasarkan tema. 

3. Pe$nyajian Data 

Data yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dan deskripsi 

naratif agar lebih mudah dipahami. Data kualitatif dari wawancara dan 

observasi disusun dalam uraian wawancara. 

4. Analisis Data  

Dalam pe$ne$litian ini pe$nu$lis me$nggu$nakan me$tode$ analisis ku$alitatif yang 

me$nghasilkan data de$skriptif analisis de$ngan se$cara lisan atau$ tu$lisan dan 

ju$ga pe$rilaku$ nyata ole$h re$sponde$n ju$ga dite$liti se$cara me$nye$lu$ru$h. Analisis 

ku$alitatif dilaku$kan de$ngan me$mpe$rhatikan fakta yang ada di lapangan dan 

digabu$ngkan de$ngan data se$ku$nde$r yang dipe$role$h dari ke$pu$stakaan.12 

I. Sistematika Penulisan  

Pe$nu$lisan skripsi ini dapat dibagi ke$dalam be$be$rapa bagian u$ntu$k dapat 

de$ngan mu$dah dime$nge$rti, yaitu$ : 

 
12 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 

2018, Hlm 148. 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini me$mu$at te$ntang latar be$lakang masalah, ru$mu$san masalah, ke$rangka 

konse$ptu$al, landasan te$oritis, tu$ju$an dan manfaat pe$ne$litian, orisinalitas pe$ne$litian, 

me$tode$ pe$ne$litian, dan siste$matika pe$nu $lisan. Bab ini be$rfu$ngsi se$bagai bab 

pe$ngantar se$kaligu$s me$mbe$rikan arah dan pe$doman didalam me$laku$kan pe$ne$litian. 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini me$mu $at Tinjau$an U$mu$m te$ntang Pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap 

pe$nyandang disabilitas atas hak be$ke$rja pada pe$ru$sahaan swasta di Kota Jambi. Bab 

ini me$ru$pakan ke$rangka te$ori dari hal yang akan dibahas pada bab se$lanju$tnya. 

BAB III    PEMBAHASAN 

Bab ini me$ru$pakan bab pe$mbahasan. Dalam bab ini be$risikan u$raian dari ru$mu$san 

masalah yang dilatarbe$lakangi bab se$be$lu $mnya. Ru$mu$san masalah yang dibahas 

me$ru$ju$k pada pe$rlindu$ngan hu$ku$m yang dibe$rikan ke$pada pe$nyandang disabilitas 

yang tidak dipe$ke$rjakan pe$ru$sahaan swasta se$rta u$paya yang dilaku$kan pe$me$rintah 

kota jambi u$ntu$k me$lindu$ngi pe$nyandang disabilitas dalam me$mpe$role$h pe$ke$rjaan 

di pe$ru$sahaan swasta. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini me$ru$pakan bab akhir yang me$mbe$rikan ke$simpu$lan dan saran yang 

dibe$rikan ole$h pe$nu$lis se$bagai be$ntu$k dari hasil pe$mikiran atas pe$rmasalahan yang 

dite$liti. 


